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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

. Kementerian Keuangan 'déllam mcnyelenggarakan" _urusém- di bidang
keuangan dan kekayaan negara menempati posisi strategis dalam pemerintahan
Repubhk Indonesia. Hal tersebut tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang

dxbuat Kementerlan Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara yang

mempengarulu perckonomian negara, yaitu antara lain kebljakan dalam bidang
fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Berkenaan

dengan kedudukan Kementerian Keuangan yang strategis tersebut 'maka

penataan kelembagaan merupakan prasyarat agar Kementerian Keuangan dapat

menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/ PMK 01/2010,

Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang
keuangan dan kekayaan Negara dalam pemerintahan untuk membantu presiden
dalam penjelenggaraan Negara. Tugas Kementerian Keuangan . tersebut
merubakan salah satu urusan pemerintahan yang tidak di limpahkan ke daerah

sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah.

D'alam melaksanakan tugas dan furi‘gsinya- Kementerian Keuangan diclukung
oleh unit-unit organisasi baik di tingkat pusat (unlt eselon 1, Pusat-Pusat, dan
Unit Pelaksana Teknis) maupun oleh instansi vertikal di daerah (Kantor Wllayah

Kantor Pelayanan/ Pengawasan) dengan jumlah k'a_mtor_ unit kerja
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seluruhnya 1.335 buah. Adapun tugas Kementerian Keuangan tersebut |
B N f . N . . . . t

diarahkan untuk melayani secara langsung maupun tidak langsung pemangku Il
kepentingan/Masyarakat/ stake holders sebagai pengejawantahan pelayanan :
. . ) |

' ’ )
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publil.
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Untuk itu telah dilakukan reformasi birokrasi yang pada hakzkatnya[
merupakan upaya untuk melakukan pcrubahan mendasar terhadap- 51stem|

penyclenggaraan pemerintahan, terutama ‘menyangkut aspek kelembagaan.

(organisasi), ketatalaksanaan (proses blSI’llS], dan Sumber-Daya Manusxa (SDM). | ’
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Sejak dicanangkan reformasi birokrasi. tahun l_ 20'02. yang I{e'mudian.
disempurnakan pada tahun 200’7 Kementenan Keuangan teiah menerapkan
standar pelayanan dalam memberxkan pelayanan kepada publik. ‘
Dalam rangka keseragaman penyelenggaraan pelayanan pubhk di lmgkungan
Kementenan Keuangan agar dapat d1selenggarakan secara. efektif dan efisien,
sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsmya serta asas- _asas tata kelola
pemerintahan yang baik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan
oleh unit-unit- organisasi di lingkungan Kementerian Keuaﬁgah, perlu suatu
pedoman untuk menyusun, menetaﬁakan, dan menerapkan Standar'Pelayanan
di lingkungan Kementcrlan Keuangan sesuai dengan standar pela.yanan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pclayanan Publik.

B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1. Maksud penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai ) acuan ‘atau
panduan bagi unit organisasi eselon I d1 lmgkungan Kementerian Keuangan
dalam penyusunar, penetapan dan penerapan Standar Pelay‘anan

2. Tujuan petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penerapan Standar
Pelayanan adalah untuk memberikan kepastian, —me_nmgkatkan kualitas,
dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan Masyérakat dan sélaras

“dengan kemampﬁan unit eselon I di lingkungan Kementeriaﬁ Keuangan
sehmgga mendapatkan kepercayaan Masyarakat

3. Sasaran petunjuk teknis ini adalah agar setiap kantot/ umt pelayanan pada
unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dapat menetapkan
standar Pelayanan yang telah dlgarlskan oleh unit eselon I masmg—masmg

dengan baijk dan konsisten.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini mehput1 penyusunarn, - penetapan dan

penerapan Standar Pelayanan di lingkungan Kementerian Keuapgan , /@1
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BAB 1II
PENGERTIAN, PRINSIP, _

DAN KOM?ONE_N STANDAR PELAYANAN:

. A. Pengertian | |
Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan _

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian keglatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan: pelu-ndang—
undangan bagi setiap warga négara dan penduduk .atas pelayanén
administratif yang disediakan oleh kantor peléyanan di linglcungan
Kementerian Keuangan. | | ‘

2. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara
adalah setiap unit organisasi Hselon I, Instansi Vertikal dan UPT di
lingkungan Kementerian Keuangan yang menyelenggarakaﬁ pelayanan
publik.

3. Orgr—inisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut
| Organisasi Penyelengéara adalah satuan kerja yang berada di lingkungan
Kementerian Keuangan yang menyelénggarakan fungéi Pelayanan Pﬁblik.

4, Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kuaiités pclayaﬁan schagai-
kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangk.a
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur

5. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang bers151 keseluruhan_
rincian kewajiban dan janji yang ter dapat daiam Standar Pelayanan

6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk
sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang'
berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan yang diberikan oleh
Penyeienggara dan/atau Organisasi Penyelcnggal_‘a di lingkungan
Kementerian Keuangan baik secara langsung maupun-tidak langsung. |

7. lsihak Terkait adalah pihak yahg dianggap kompeten dalam memberikan |
masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan. |

8. Pelaksana Pelayanan Publik yang selan_]utnya dlsebut Pelaksana adalah
pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di instansi

Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara di  lingkungan

“
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Kementerian Keuangan yang bertugas melaksanakan tmdakan “atau

serangkaian tindakan Pelayanan Publik.

B, Prinsip

Ddlam menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan

dilakukan dengan memperhatlkan prinsip:

1.

Sederhana

Standar Pelayanan yahg mudah dimeﬁgerti, mudah diikuti,‘ ‘mudah
dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya
terjangkau bagi masyarakat maupun Penyelenggara. |

Konsistensi ' '

Dalam penyusunan dan penerapan Standar Pélayanah- harus
memperhatikan ketetapan dalam ‘mentaati waktu, prolsedur, ‘persyaratan,
dan penetapan bidya pelayanan yang terjangkau. ' '
Partisipatif

Penyusunan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatlkan evaluasi
dan perbaikan dari masyarakat. '

Akuntabel

Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dliaksanakan dan
dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada plhak yang
berkepentingan.

Berkesinambungan

Standar Pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebu akan dan
kebutuhan penmgkatan kualitas pelayanan.

Transparansi

Standar pelayanan harus dapat dengan mudah d1akses dan diketahui oleh

seluruh masyarakat.

"Keadilan

‘Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang d1berikan' dapat

menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonoml jarak lokasi

" geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental. : , /@&
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C. Komponen

Komponen dalam Standar Pelayanan adalah koﬁponén yang merupakan

unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam .sistem

- dan proses pcnyelenggaraan Pelayanan Publik.

Berdasarkan Pasal 21 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009, bahwa seuap

Standar Pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan komponen-komponen

sekurang kurangnya meliputi:

1.

10.

.Dasar Hukum adalah peraturan pelundang-undangan yang men_;ad1 dasar

penyelenggaraan pelayanan.

Persyaratan adalah syarat {dokumen atau hal lain) yang harus. dipenuhi
dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun
administratif. | |
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur adalah tata cara pelayanan yang
dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk péngaduén. :

Jangka Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. -

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima 1ayaﬁan dalam

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari Penyelenggara dengan

‘berpedoman pada ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 96 Tahun 2012. _
Produk Pelayanan adalah “hasil pelayanan yang diberikan dan diterima
sesuai déngan ketentuan yang telé_lh ditetapkan. | ‘

Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas adalah peralatafl'dan fasilitas yang
diperlukan dalam penyeienggaraan i:Jela'yanan, 'termasﬁk peraiataﬁ dan
fasilitas pelayanan bagi ls‘:elompok rentan. o ‘ )
Kompstensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh
Pelaksana meliputi pengetahuan keahlian, keterampilan dan pengalaman.
Pengawasan Internal adalah sistem pengendalian intern dan pengawasarl
langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja ‘atau atasan langsung
Pelaksana.

Penanganarn Peﬁgaduan, Sarar, dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan

645

penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
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11. Jumlah Pelaksana adalah tersedianya Pelaksana éesuai dengan beban kerja.
-Informasi mengenai komposis;i atau jumlah petugas j.'ran'g melaksanakan
‘' tugas sesual pembagian dan uraian tugasnya. .
12. Jaminan Pelayanan adalah membenkan kepast1an pelayanan dilaksanakan
. sesuai dengan Standar Pelayanan. -
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan adalah. dalam bentuk
komitmen untuk memberikan kepastian-rasa aman, bebas dari bahaya,
" risiko,dan keragu- raguan. | |
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana adalah penilaian untuk mengetahui seberapa

jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar Pelayanan7

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar .  Pelayanan
di lingkungan Kementerian Keuangan sekurang—kurangnya meliputi 14 (empat
belas) komponen tersebut. Apabila perlu, setiap unit eselon 1 dapat menambah

atau melengkap1 komponen lain dalam mengembangkan Standar Pelayanan.
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. BAB 11
PENYUSUNAN STANDAR I_’ELAYANAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

A. Penyiapan Rancangan Standar Pelayanan

Agar Standar Pelayanan terlaksana dengan baik dan dapat dlpertanggung
jawabkan maka dalam pcnyusunan Standar Pelayanan peflu dilakulcan

langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghimpun kembali jenis-jenis layanan yang telah disusun Standar
Pelayanannya (misalnya layanan unggulan) untuk ditetépkan kembaii dengan
mengacu pada Standar Pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

2. Mengidentifi1<asi kondisi penjrelenggaraan pelayanan pada ﬁnit eselon 1 saat
ini. |
Tujuan dari identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan saat ini'atau'
pelayanan yang sedang berjalan adalah untuk mengenah mendata dan
mengetahm sejauh mana kondisi atau kapasitas/ kemampuan darl unsur-
unsur organisasi dan/atau fungsi manajemen yang terkait dengan komponen

Standar Pelayanan.

Hal-hal yang periu diidentifikasi' dalam proses pényusunan Standar

Pelayanan, antara lain meliputi: ‘ ‘

1) tugas dan fungst, kewcnangan dan dasar hukum kelembagaan

2) jenis pelayanan, produk pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait
(stakeholders); o

3) mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaj}a, dan waktu;

4) sarana prasarana dan anggax*an; | .

5) jumlah dan kompetensi SDM;

' 6) pengawasan internal;.
7) penangai‘lan pengaduan, saran, dan masukan;
8) sistem jaminan peléyanan dan jaminaﬁ keamanan; dan

9) aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar Pelayanan. QLI
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Untuk memudahkan proses 1dent1f1ka51 perlu d11a1<:ukan pendataan dan

pencatatan informasi dengan menggunakan lembar kerja sebagai berikut:
a. Identifikasi tugas, fungsi, kewenangan, dan dasar hukum k_elembagaan

Proses identifikasi ini dilakukan dengan dipandu melatui beberapé
pertanyaan, antara lain: o |

1) Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan

2) Apa saja yang dimiliki /dilaksanakan oleh unit/ satuan kerja pelayanan;

3) Bagaimana bentuk/struktur, tugas, fungsi, dan kewcnangan dari
kelembagaan satuan kerja (Satker) pelayanan yang ada saat ini;

4) Instansi/Unit/Satker mana saja yang terkait ~dengan proses
penyelenggaraan pelayanan dari jenis pel_ayanan_ yang akan disusun
Standar Pelayanannya; ' ‘. ' |

5) Peraturan/ketentuan apa saja yang terkait dan mendasan dengan
kewenangan penyeleriggaraan pada jenis pelayanan yang akan dlsusun

Standar Pelayanémnya.
Selanjutnya jawaban dari masing-masing' pertanyaan tersebut dibuat
catatan untuk dituangkan dalam lembar kerja- 1 sebagai berikut:

Lembar Ker] a-1

’I\lgas, Fungsi, Kewenangan, dan Dasar Hulkum 'Kelembégaan

Unit/Satker Pelayanan :

1. ’I‘ugas dan fungsﬂ

2. | Kewenangan menyelenggarakan

jenis pelayanan, meliputi:

3. | Instansi/Unit/Satker yang

terkait dengan penyelénggaraan

pelayanan
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1. Identifikasi jenis' pelayanaq,*produk pelayanan, Masyarakat, dan Pihak
Terkait o |

Untuk- setiap jenis pelayanan wajib dilakukan -penyusunan Standar
Pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan keWena’ngan bad.‘a
‘Unit/Satker pelayanan. Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan
Unit/Satker pelayanan, perlu dlidentlfﬂ(aSI untuk d1ketahu1 JCHIS-_}GL’LIS
pelayanan apa saja yang d1selenggarakan “oleh Unit/Satker yang
bersangkutan. ' — .

Contoh:

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama terdaiaat pemberian jenis layanan
seperti: penyelesaian per mohonan pendaftaran Nomor Pokok Wa_]lb Pajak,
penyelesaian - permohonan  pengukuhan Pengusaha Kcna ‘Pajak,
penyelesaian permohonan pembetulan SPPT/ SKP/ S’I‘P dan lair-lain

masing-masing harus disusun standar pelayanannya

Selanjutnya untuk memudahkan proses identifikasi aspek—aspek jenis
pelayanan dan Masyarakat, dapat dipandu dengan menjawab pertanyaan
antara lain:

1) apa produk pelayanan yang d1selenggara1{an atau dlhasﬂkan dan yang
diberikan kepacia Masyarakat atau instansi lain sesuai tugas fungsi;

2) apa dasar hukum dalam penyelenggaraan pada setiap jenis pelayanan
tersebut; '

3) siapa pengguna produk layanan baik yang langsung . maupun tidak
langsung menggunakan dari hasil penyelenggaraan:pelayanan tersebut;

4) apa atau siapa -'séja pengguna layanan: Méisyaifakat urﬁum, instansi
lain, atau internal; -

5) siapa saja pemangku kepentingan yang terkalt dengan procluk

pelayanan yang diberikan.

Proses identifikasi pada tahap ini sckaligusidapat dimanfaatkan untulk

mengidentifikasi apa dan siapa pcmangku. kepeﬁtingan yvang terkait

B

dengan jenis pelayanan yang akan disusun Standar Pélayaﬁannya.
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Selanjutnya jawaban atau hasil pcnelman/ kajxan dari masmg—masmg
pertanyaan tersebut dl atas dibuat catatan untuk dxtuangkan dalam

lembar kerja-2 sebagai berikut:

Lembar Kerja-2
Produk atau Jems Pelayanan, Pengguna Layanan,

dan Pihak Terkait (stakeholders]

Unit/Satker Pelayanan:

c. ldentifikasi mekamsme dan prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu

Untuk mengidentifikasi mekanisme dan prosedur, pcrsyaratan biaya
dan, waktu, penyelenggaraan pelayanan pada saat ini, dapat dilakukan
dengan mempelajari, mencermatl meneliti kondisi prosedur persyaratan,

biaya dan waktu pelayanan yang telah diberlakukan saat ini.

Setiap jenis pelayanan diidentifikasi seluruh akt1v1tasnya dan
urutan/lengkap kegiatan pelayanannya dimulai se}ak kegiatan - awal
melayani ketika pengguna layanan datang, diproses menurut . urutan
prosedur layanan sampai selesai menerima pelayanan Pada proses ini
perlu dicatat siapa saja pelaksana/ petugas/ meja/ sxmpul yang terlibat
menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan tersebut. Juga dicatat bagaimana
peran masing-masing pelaksana/petugas melakukan pekerjaan apa dalam
proses penyelesaian pelayanan tersebut dan memerlukah‘ waktu berapa

menit/jam,

Alur mekanisme, urutan.prosedur kegiata‘n dalam proses pelayanan

tersebut agar dibuat atau d1gamba1kan dalam suatu diagram/bagan alir

2

(flowchart), sehingga dapat jelas dan mudah dikenali alur pekerjaan
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Setelah melakukan pengamatan dan mempelajari, meneliti dan
mencatat realita, kemudian hasilnya dituangkan “dalam’ alat bantu

pencataan pada Lembél_r Kérj‘a—_S berikut:

Lembar kerja-3

Mekanisme dan ﬁrosedur, Pelayénan,_ Biaya, dan Waktu

Unit/Satker Pelayanan ...,

Jenis Pelayanan e

d. Identifikasi sarana, prasarana, dan anggaran

Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap sarana
"dan prasarana serta dukungan anggaran yang digunakan Unit/ Satker
dalam tugas penyelenggaraan pelayanan. Dalam tahap ini iocr’lu mengenali
dan mendata meliputi apa saja dan berapa jumlah/ kapasitas sara:na dan
prasarana yang tersedia untuk al«;tivitas-penyelenggaijaah pelayanan serta
berapa jumlah anggaran belanja/biaya dalam rangksa penyelenggaraaﬁ
pelayanan pada semua produk layanan dalam tahun.angga'ran yang lalu

dan tahun yang bersangkutan.

Setelah melakukan pengamatan, mempelajari, dan mendata mengenai
kondisi ketersediaan sarana, prasarana, dan dukungan anggaran,

selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu ‘pencatatan pada

Lembar Kerja-4 berikut: _ ' @6(
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Lembar kerja-4

Sarana Prasarana dan Anggaran

*) Kolom Keterangan diisi penjelasan kondisi sarana prasarana, sumber

anggaran pelayanan, dan sebagainya.
Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM

Kegiatan identifikasi SDM aparatur pelayanan, meliputi kegiatan untuk
mendata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, éekurarig—_kurangnya
mendata: jumlah Pelaksana, jenjang pendidikan, pangkat, 'p_elatih_én atau
keterémpilan yané dimiliki atau yang pernah diikuti, serta jabatan dan
uraian tugas kerja masing-masing.

Setelah dilakukan pcngarﬁatan, penclitian, dan pendataan mengenai
kondisi kapasitas SDM, selanjutnya hasilnya dituangkah dalam alat bantu

pencatatan pada Lembar Kerja-5 sebagai berikut:

Lembar Kerja-5

Jumlah dan Kompetensi SDM

Unit/Satker Peiiayanan: e

* kolom keterangan diisi penjelasan kemungkinan penggunaan SDM blt;h

beberapa jenis atau produk layanan . ' '@(
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Identifikasi Pengawasan Internal

Pengawasan internal merupakan salah satu komponen Standar
Pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu; perlu

diteliti untuk diidentifikasi guna diketahui bagaimana kondisi pengawasaﬁ

" pada Uﬁit/ Satker. Apakéh pada Unit/ Satkér 'penyele'nggara pelayanan

sudah ada dan telah berfungsi serta bagaimana status dan bentuk

: orgamsa31 (struktural/ fungsmnal)

Setelah itu hasilnya dituangkan dalam alat bantu -pencatatan pada

Lembar Kerja-6 sebagai berikut:

Lembar kerja-6
Pengawasan Internal

Unit/ Satker Pelayanan:

g. Identifikasi penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan merupakan salah satu
komponen Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh
karena itu, perlu diteliti bagaimana kondisi- pengélol_aa_ﬁ pengaduan, saran
dah masukan pada Unit/Satker untuk jenis layaﬁan tertentu saat ini.
Kalau sudah ada sistem dan fungsi, bagaimana éfatus dan bentuk

organisasi, tugas dan fuungsi, prosedur ,tindak lanjut dan dukungan SDM.

Setelah itu selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu

pencatatan pada Lembar Kerja-7 sebagai berilsut: S _ Qq
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Lembar kerja-7
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Unit/Satker Pelayahan:

Pengaduan

2. Saran dan

Masukan

h, Identifikasi Sistem Jaminan Pelayanan dan Jaminan Keamanan

Merupakan bentuk komitmen mengenai kesanggupan dari plhak
Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara untuk membenkan
kepastian mengenai kualitas penyelenggaraan dan produk layanan .

Perhu dicermati dan diteliti apakah ada upayd atau kebijakan yang
telah dibuat, diciptakan, yang terkait dengan usaha untuk menjaga
pelaksanaan pelayanan dapat.berjalan lancar, cépat, mudaﬁ, pasti, aman,
dengan tidak menimbulkan risiko bahajra, misalnjra menciptékan rambu-
rambu antrian, menyiapkan sarana/fasilitas untuk keselamatan dan
keamanan bagi pengguna layanan. _ | |

Bentuk penciptaan sarana/fasilitas tersebut pcriu diteliti dan
diidentifikasi, termasuk, apakah- sudah didukuné standar teknis yang

menjamin keamanan maubun keselamatan pengguna layanan

i. Identifikasi aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar

Pelayanan

Apakah masih terdapat aspek-aspek lain yang belum termasuk
diidentifikasi dalam komponen di atas, namun pada 'k'enyataannya
ditemukan fakta bahwa ada unsur-unsur “paik dalam bentuk Iasilitas,
sarana, sistem, maupun simbol-simbol yang dapat memberlkan-bkontnbum
menunjang dalam penyelenggaraan pelayanan maka dapat menambahkan

komponen lain yang dibutuhkan. - ' é‘(
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Bagi unit pelayanan yang telah. memiliki Standar Pelayénan, kegiatan
identifikasi dapat dilakukan dengan mempelajari dam meneliti Standar

Pelayanan yang ada.

B. Penyusunan Rancangaﬁ Standar Pelayanan

" Berdasarkan catatan data dari hasil identifikasi terhadap unsur—uf}sur dan
fungsi manajemen tersebut di atas, kemudian dilakukan, analisis, pérhitungan |
" dan menjadi bahan' pertimbangan untuk keperluan penyusunan masing-masing
komponen Rancangaﬁ Standar Pelayanan pada setiap jenis pelayanan.
Penyusunan materi dari tiap komponen Standar Pelayanan, disamping |
mendasarkan hasil id(;ntifikaéi dan analisis dari kondisi riil mengenai unsur dan
fungsi manajemen tersebut, juga perlu memperha'tikan perkerﬁbahgan
kemajuan tekﬁologi, tuntutan kebutuhan pelayanan. 'ba;gi masyarakat dan
prospek kemampuan Penyelenggara dan/ étau Organisasi Penyelenggara

kedepan, selanjutnya dilakukan perumusannya sebagai berikut:
1. Dasar Hukum

Dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang rﬁenjadi dasar
penyelenggaraan pelayanan. Perumusan materi komponen dasar hukum
dibuat dengén mengacu pada hasil identifikasi," analiSié_ dan perfimbangén
yang ada. Disamping itu, perlu pula memperhatikan perkem_béngan
kebijakan atau ketentuan f)efaturan perundang-undangan Yang baru, 'yang
dijadikan dasar hukum dalam aktivitas penyelenggaraan pelayanan,
termasuk dasar hukum dari jenis atau produk pelayéna_\r; jrén’g dihasill.can,.
dasar hukum pemungutan biaya pelayanan. D o

Sebagai penuntun dalam peru.musan dapat dibantu dengan mencermati
data/irnformasi pada lembar-lembar kerja .yan‘g" mengané.iung inforfnasi

mengenai dasar hukum.

2. Persyaratan
Persyaratan- pelayanan adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam
pengurusan suatu jenis p_elayanan,' baik persyaratan teknis. maupun
administratif. Persyaratan pelayanan merupakan suatu tantutan yang

diperlukan (harus dipenuhi/dilakukan) dalam proses penyelenggaraan

#
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pelayanan sesuai 'ketcntuaq perundangan yéhg b@rléku. Persyaratan
pelayanan dapat berupa kelengkapan dokumen, ba'rémg.':dan jasa terganfung
: kebutuhan masing-masing jenis pelayanan.
Dalam rumusan pcrsyaratan pelayanan perlu didahulul dengan

identifikasl melalui cara melihat dasar hukum atau’ kebijakan/ketentuan dari
. tiap aktivitas jenis pelayanan, sehingga kemudian dalam proses p‘elayanan'
dapat ditentukan keseluruhan persyaratan yang harus dipenuhi oleh'
" masyarakat. _ .

Dalam merumuskan  persyaratan, agar memperhatikan * prinsip
lcesederhanaan keterkaitan, konsistensi Adan al«:untabilitaé | artinya
persyaratan harus mudah dipenuhi, diikuti, tidak memberatkan serta dapat
dipertanggungjawabkan kebenaran dan kepastlannya ‘

Sebaga1 penuntun dalam perumusannya, dapat dibantu dengan
mempelajari data/informasi pada Lembar Kerja—s dan c11sesualkan dengan
perkembangan kebijakan/ketentuan, penggunaan telmologl yang ‘leb1h baik,

dan/atau tuntutan untuk kemudahan bagi Masyarakat.
. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Sistem, mekanisme proses, dan prosedur adalah tata cara pelay_ana_n yang
dibakukan bagi pemberi dan penerima péiayanan,termaéuk pengaduan, yang
mengandung tahapaﬁ kegiatan yang harus dilakukan atau’ dilalui d_alam
sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan. Analisis proses dan prosedur
ini harus dilakukan terhadap setiap jenis pelayanan yanlg diselenggarakan:
di unit pelayanan tersebut Sebagai penuntun dalam perumusannya dapat
dibantu dengan mempelajarl data/informasi pada lembar . kerja-3, untuk
menjadi bahan perhitungan dan pertimbangan dalam merumuskan Standar
Pciay'anan sesuai hasil analisis, dan jugé disesuaikan dengan perkembangan
kebijakan /ketentuan, peﬁggunaan teknologi yang lebih baik, dan/atau
tuntunan untuk kemudahan bag1 pengguna pelayanan, '

Untuk. menunjang kepastlan dan tertib dalam ; pelakasanaan
mekanisme/tatakerja dan prosedur, harus didukung dengan .ketentuan _

Standar Operating Procedure (SOP). : I B @[



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-18-

Dalam merumuskan 1{0mp011e11 fnekar;is‘_fne dan prosedur, agar

memperhatikan prinsip kesederhanaan dan étkuntabili;tas arﬂnya l;angkah

- pelaksanaanya harus mudah dljalankan tahapan/ h1erark1nya dipadatkan,

diupayakan - tidak banyak simpul/meja. dan dapat diper tanggung]awakan
kebenaran maupun Kepastiannya.

. Untuk memberikan kejelasan alur mekanisme, urutan prosedur kegiatan

dalam proses pelayanan tersebut, agar dibuat atau digambarkan dalam suatu

© diagram/ bagan alir (flowchart}.
4, Jangka Walktu Penyelesaian

Jangka walktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh préses pelayanan dari setiap jenis -pelayaﬂﬁnl Untuk
menyusun komponen waktu, langkah pertama perlu melighitung dan
menganalisis waktu yang digunaka_n‘dalam melayani setiap jenis pelayanan.
Caranya dengan menghituﬁg waktu riil yang digunakan (bukén 'memprediksi)
pada setiap tahap pekerjaan layanan, kemudian keseluruhan proses téthapan
dalam prosedur tersebut dijumlahkan. |

Dalam miclakukan analisis waktu harus merﬁpel_-hatikan dan dilakukan
segjalan dengan rumusan ‘kkomponen mekanism—e-' -prosedur ataupun
pmsyaratan yvang dilalui dalam ‘proses penyelcnggaraan peiayanan (dapat
dibantu dengan melihat lembar kerja-3).

Selanjutnya perlu mempertimbangkan adanya kemampuan internal
diantaranya; sarana, peralatan fasilitas, dan tcknologi -_jrang digunakan,
beban atau volume pekerjaan rata-rata, dukungan tenaga kerja baik dari
aspek kuantitas maupun aspek kuahtas dan tingkat kompetensmya atau
keterampilaﬁ kerjanya, kedisiplinan, tahggung jawab serta pengalaman

dalam pemberian pelayanan selama ini, dan harapan Masyarakat. *

5. Biaya/ tarif

Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan
dalam mengurus dan/atau mcmperolch pelayanan . dari Pényelenggara
dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 29 ayat .(2)-Peraturan Pemerintah

Nomor 96 Tahun 2012. Proses perumusan komponen, biaya/tarif perlu

&
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memperhatilkan keténtuan dalam peraturan p’er-uﬁdangmndanga'n mengenai
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas jenis pelayanan.
Untuk selanjutnya dapat merumuskan “analisis dan perhltungan
biaya/tarif pelayanan.sebagai' bahanAu'ntiJk usulan perubahan penetapan
| biaya lebih lanjut apabila’ dipéndéng perlu untuk diéesuaikan dengan
| perkembangan yang ada. Dalam merumuskan .biaya/ tarif pelayar.lan.-lperlu
mempertimﬁangkan, diantaranya kondisi sosial, daya ' beli masyarakat,
© perkembangan harga yang terjadi, dan 'biajra operasional dalam proses

produksi pelayanan.
6. Produk Pelayanan

Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan dapat
berupa penyediaan atau pengadaan barang, jasa dan/ atau produk
administrasi yang diberikan dan diterima ﬁemohc‘an/masyayakat sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditétapkan.

Dalam menyusun komponen produk pelayanaﬁ, -mcnyel.jutkén berupa apa
saja wujud atau bentuk yang dihasilkan dan dibérikaﬁ kepa_da Masyarakat,
selanjutnya menyebutkan bagaimana standar kualitas, ukuran atau
spesifikasi dari produk layanan yang diberikan, misalnya produk berupa
dokumen /sertifikat déngan kertas dengan sbesifikasi tertentu, resmi dgngan
tanda tangan dan cap stempel basah. o

Produk pelayanan harus dapat dijamin kualitasnya, yang meliputi:

1. kepastian hukum, diproses dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku,
2. keamanan, layanan administrasi yang diberikan tanpa add kesalahan

pembuatan data, salah tulis; A
3. keselamatan, layanan administrasi yang diberikan bagi penggunanya

dijamin bahan / matenalnya baik dan tidak rusak. .

- Rumusan yang dituangkan dalam standar pelayanan ialah pernyataan
bahwa produlc pelayanan telah memenuhg standar kuahtag yang ditentukan

oleh Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara. . , @é{
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7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

Sarana, prasarana, dan fasilitas adalah p_éraiaf&ﬁ dan fasilitas yang
’ dipél‘lukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk ?eralatan dan
. fasilitas pc—:layanan bagi kelompok rentan dalam rangka mengakses pelayanan
, mu1a1 dari tahapan pengguna pelayanan menuju ke tempat pelayanan
hingga pengguna pelayanan keluar dari tempat pelayanan
Sarana pelayanan dapat berbentuk berbagai fasilitas utama seperu
| bangunan gedung (akses ke, dari, dan di dalam gedung); pintu; tangga; arah
evakuasi dalam keadaan darurat dan lift untuk bangunan bertingkat; ruang
tunggu tamu; tempat parkir dan tempat naik turun penuﬁpaug; toil’ef;
rambu dan tanda; papan peringatan darurat; serta peralatan kanter yang
digunakan dalam proses memproduksi, menyediakan, atau memberikan
pelayanan, antara lain; meja, kursi, filling cabiﬁet, almari, brankas, rak buku,
mesin ketik, mesin hitung, alat tulis kantor, formulir, papan tuiis, fasilitas
pengolahan data, - penyimpanan data (database); peralatan
kontrol/monitoring, komputer, fasilitas telekomunikasi:. pesawat telepon,
faximili, kendaraan dan lainnya. | | '
Sedangkan prasarana dapat berupa berbagai fasﬂltas penunjang atau
peralatan yang mendukung dan melengkapi berfungsmya : sarana
‘penyelenggaraan pelayanan secara baik dan optlmal antara lain berupa
instalasi listrik, telepomn, air, ruang kerja, ruang rapat/_,pmtemuan, ruang
penyimpanan arsip/dokumentasi, ruang sistem konti'ol laboratori_um,
gudang, atau menunjang dalam proses penyelenggaraan pelayanan
Untuk menyusun kebutuhan sarana dan prasana pelayanan perlu
mengidentifikasi dan  membuat. anahms’ _‘kebutuhannya, dengan
memperhatikan karakteristik aktivitas pada setiap . jenis layanan, yaﬁg
disinkronkan dengan sifat atau model sistem mekanisme, . I.Jr‘cjs'edur serta
kebutuhan teknologi dalam proses penyelenggaraan pelayanan Dalam
menyusun standar sarana prasarana dan/atau fasﬂltas pelayanan juga perlu
me1npert1mbangkan asas kemudahan, asas kegunaan, asas keselarnatan
dan asas kemandirian. Asas Kemudahan adalah pertlmbangan agar sarana
prasarana yang tersedia dapat memudahkan pengguna layanan untuk

mengakses layanan yang disediakan dengan cepat berdasarkan diversitas

&
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pengguna layanan. Asas Kegunaan adalah pertirﬁb_angan nilai manfaat dari
keberadaan sarana dan pra;s,arana yang disediakan. Asas Keselamatan
mempertimbangkan aspék keamanan bagi para pengggna keﬁka nier}gakses.

layanan yang disediakan dan ketika n_a_empergunakan sarana; dan pra-sar‘ana'
| yang tersedia. Asas Kernandirian mempertirﬁbangkan kemungkinan
| pengguna layanan mudah untuk mengakse’é lajranan yaﬁg disediakan tanpa
memerlukan bantuan dari orang lain. Untuk membantu - identifikasi
" kebutuhan dapat memanfatikan Lembar Kerja-4. Kemudiaﬁ dibuat daftar
inventaris sarana dan prasarana atau peralatan h—fasilitas p_enu.njang_
penyelenggaraan pelayanan .pada Unit/Satker jenis pelayanan 'terteﬁ{u yang
ditnangkan dalam alat bantupencatatan pﬁda Lcmbér Kerja-8 sebagai

berikut;

Lembar Kerja-8

Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana

(penunjang penyelenggardan pelayanan)

Sarana

2. Prasarana

. Kompetensi Peiak;sana

Kompetenm Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh
Pelaksana meliputi pengetahuan kéahlian, keterampilan dan pengalaman
Penyusunan komponen kompetens1 Pelaksana untuk memberll{an gambaran :
mengenai dukungan kemampuan petugas pelayanan meliputi pengetahuan
keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku, serta pengalaman yang harus
dimiliki oleh setiap Pelaksana dalam menjalankan tugas penyelénggaraan
pelayanan. Penyusunannya disestiaikan dengan .kebutﬁha‘n dalam
beban/volume, sifat pekerjaan, mekanisme dan pros'edﬁr yang dijalénkan

serta penggunaan teknologi dalam proses penyelcng_gareian' pelayanan. &
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Dalam uraian komponen ini padél Standar Pelayanaﬁ' periu diberikan

gambaran mengenai kapasitas berapa jumlah dukungan Pelaksana yang

> ditempatkan sesuai biddng tugasnya, dan uraian kualifikaéi pendidilgan dan

kompetensinya.

* Perlu dilakukan analisis yang cermat terhadap kebutuhan kompetensi

'Pelaksana yang ada untuk diatur = penempatannya pada tugas

yang sesuai dalam penyelenggaraan pelayanan. Untuk mengantisipasi

- tuntutan kualitas pelayanan yang terus berkembang, Penyelenggara perlu

10.

memberikan kesempatan kepada Pelaksana untuk meningkatkan kompeten_si
dan mengikuti pendidikan/pelatihan sesuai keahlian/ keterampilan yang

dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan.
Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan
langsung yang dilakukan oleh pimpinan Satker atau atasan langsung

pelaksana. Pengawasan Internal merupakan pengawasein yang difokuskan

sebagai manajemen pengendalian internal yang berperan untuk menjamin

efektivitas penyelenggaraan pelayanan agar dapat berjalan optimal dan
konsisten sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah dltetaplcan

Pengawasan ini perlu dilakukan secara terus menerus, untuk mencegah

dan meluruskan bila terjadi kesalahan/penyimpangan, membma dan

membangun iklim dan budaya kerja yang tertib, taat asas, meng’_émbangkan
etos kerja, disiplin dan produktif. ' | |

Pelaksanaan pengawasan dépat dilakukan baik olel’_l: atasan langsung
dan/atau oleh Pelaksana yang ditunjuk melaksanakan pengﬁwésan secara
fungsional, 'maup-un oleh aparat pengawasan fungsional Pejabat/petugas
yang bertanggungjawab dalam pengawasan tersebut perlu dltetapkan dan

dicantumkan dalam Standar Pelayanan.
Penanganan Pengacduan, Saran, dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan adalah tata cara
pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan tindak lanjut. Merupakan
mekanisme pengelolaan pengaduan, masukan berupa kritikan, saran/ usulan

dari Masyarakat sebagai reaksi terhadap permasalahan yang terjadi dalam

@,
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penyelenggaraan pelayanan. Masukan Masyarakat penting untuk dikelola

secara proporsional sebagai bahan untuk koreksi dan upaya perbaikan

. kebijakan pelayanan kedépan. -

Untuk itu Penyelenggara harus menyediakan ‘s..aran'a péngaduaﬁ"yang

miidah diakses oleh Masyarakat, dan inem_injuk petugas.untuk mengelola

dan menindaklanjuti secara tepat. Perlu dikenali faktor-faktor penyebab

timbulnya pengaduan/keluhan Masyarakat, antara lain: lemahnya

* komunikasi, kurang terbukanya informasi, lemahnya sistem pencatatan dan

dokumentasi, pelayanan yang kurang memberikan kemudabén bagi
kepentingan atau kebutuhan Masyarakat, kurang konsisten pe-tuga_si dalam
menjalankan tugas pekerjaan pelayaﬁan dengém penerapari Standar
Pelayaﬁan, dan lainnya. ’ |

Dalam pengelolaan pengaduan perlu disiapkan tatacara penanganan atau
SOP-nya, disiapkan sarana pengaduan yang mudah dimanfaatkan
masyarakat, seperti: kotak pengaduan, tunjuk petugas' 'ataﬁ ‘bentuk unit
pengaduan, menyiapkan SMS Gateway atau Email, dan perlengkapan lain ‘
yang memadai. Nama/judul model atau bentuk dan tatacara’_pe.rigc.lolaan‘
pengaduan tersebut dicantumkan pada format Standar Pelayanan (dap_at juga
menerapkan metode pengelolaan pengaduan masyarakat'_mehur.ut Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13
Tahun 2009 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan

Partisipasi Masyarakat).
Jumlah Pelaksana

Jumlah Pelaksana adalah informasi mengenai kompos'isi‘ atau jumlah
petugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya menggambarlcan berapa
besar Jumlah petugas/pcgawaz yang berfungsi - sebageu Pelaksana dan
bertanggungjawab dalam menangani pekerjaan pelayanan sesuai struktur
jabatan, tugas, dan kewenangan yang ditentukan oleh Penyclen_ggara
dan/atau Organisasi Penyelenggara Jumlah .Pelaksana terkait dengan
informasi komponen kompetensi pelaksana. Dalam standar pelayanan harus

dicantumkan jumlah Pelaksana tersebut, yang dilengkapi dengan dukungan

R
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lcualifikasi dan kompetenm yang memadai sesuai bldang tugas dan beban

kerja di bidang pelayanan yang bersangkutan

Jaminan Pelayanan

.Jaminan pelayanan adalah yang memberikan kepastian pelayanan

- dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan. Jaminan pelayanan

menunjukkan kesanggupan Penyelenggara sesuai kapasitaé manajemen yang

~ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas penyelenggaraan

13.

14.

pelayanan harus sesuai dengan Standar Pelayanan. Untuk menunjukkan dan
memberikan jaminan pelayanan tersebut, maka periu upayé - kreatif
menciptakan suatu kebjjakan atau ketentuan (aturan main) yang berorientasi
untuk melaksanakan Standar Pelayanan secara konsisten, misal membuat
tata tertib, kode etik, standar sikap dan penampilan, atau slogan sebagai
janji dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis Sténdar Pelayanar.

Cantumkan nama/judul tata tertib, kode etik, standar sikap dan penampllan

atau slogan sebaga1 janji dalam format Standar Pelayanan dan secara nyata

juga harus dilaksanakan.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan adalah . dalam bentuk
komitmen untulk memberikan rasa amah, nyaman,bebas dari bélha'ya, dan
risiko keragu-raguan.

Untuk mengimplementasi komitmen tersebut, cara yang- sama dengan
komponen jaminan pelayanan, jaitu perlu upaya kreatif men¢iptal,can suatu
kebijakan, ketentuan (aturan main) atau tindakan progrém kegiatah' yang
berorientasi- untuk menjaga keamanan dan keselamatan dalam inemp_roses
atau memproduksi/ mcnyediél{an layanan barang/jasa dan administratif
sesuai dengan komponen-Standar Pelayanan. Disamping itu perlu mengacu
“standar teknis” untuk membel‘_ikaﬁ' jaminan keamgrian ataupﬁn

kesclamatan atas penyelenggaraan pelayanan.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja Pelaksana adalah penilaian untuk mengetahui seberapa

jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar Pelayanén.- Tujuannya

&
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adalah untuk melihat ke‘mbalil tingkat keaku’ratar-l._ dan -kefepa‘tan penerapan
Standar Pelayanan 'yang sudah disusun dengan. proées _pcny_elenggaraan
- tugas dan fungsi organis-asi sehingga organisasi dapat berjalap secara efisien
dan efektif, Upaya evaluasi yang dilakukan oleh _Penyeleriggara dan/ atat
Ofganisaéi' Penyelenggara harus secara perodik "dan berke’sinambungan
.untuk mengétahui kondisi perkembangan - dan mengukur keberhasiiah
dan/atau mengetahui hambatan/ kendala yang ditemukém dalam rangka
' pelaksanaan Standar Pelayanan. '

Selanjutnya dilakukan tindakaﬁ perbailcan terutama untulc_meﬁjéga dan
meningkatkan kinerja pe}ayanaﬁ. Untuk 'mempe.rmudah penilaian kinerja
sebagai bagian dari proses pengawasan internal, dapat digunakan '_Lembar

Kerja-9 berikut sebagai alat bantu.

Lembar Kerja-9-

Pemantatian dan Penilaian Kinerja Pelayanan

~Jenis Pelayanan :

G e e S
O A P
. 'ﬂlpg”la‘i%d@‘ il @%ﬁd ) %
.
1. Dasar Hulkum
2. | Persyaratan
3 Sistem,

mekanisme

dan prosedur

4, Jangka waktu

penyelesaian

5. Biaya/ tarif

6. Produk

Pelayanan

7. Sarana,
Prasarana,
dan/atau

fasilitas

8. Kompetensi

Pelaksana
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9. Pengawasan

o

Internal

1 O . Pena'nganan
Pengaduan,
saran dan
masukan

11. | Jumlah

‘ Pelaksana

12. Jaminan

Pelayanan

13. J aminan

Keamanan

14. | Evaluasi

Kinerja

Pelaksana

Sebagai hasil analisis dan penjrusunan terhadap masing—masing
komponen Standar Pelayanan tersebut di atas, selanjutnya akan dii:uangk,an
dalam satu format Rancangan Standar Pelayanaﬁ untuk masing-masing jénis
pelayanan, sebagaimana diuraikan dalam Bab IV. Apabila padé .Unit/Satker
pelayanan, yang bertugas menyelenggarakan p'elayanan xgeﬁcakt;p beberapa
jenis layanan, dan bila terdapat lcdmponell Standar Pelayanan yang sama,
maka format penyusunan komponen dapat dipadukan, ,daﬁ bagian
komponen yang tidak sama, harus tetap diuraikan dandi.cantumkén dalam
format Standar Pelayanan. Demikian pula apabila terdapat komponen yang
tidak ada datanya, atau karena kebijjakannya tidak inémberlakulcén,
misalnya komponen biaya/tarif, maka cukup dibuat deﬁéﬁn "komyporien

biaya: tidak ada biaya/gratis”. _ - @q
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‘ . BAB IV
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

A. Penetapan Standar Pelayanan

' Mengingat karakteristik Kementerian Keuangan yang merupakan holding type
organization maka penetapan Starndar Pelayanan dibedakan "menjac_ii 2 (dua)

yaitu:

1. Bagi unit Eselon I vang memiliki instansi vertikal dan .atau', unit 'pel’aksana
teknis (sepefti: Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal _Paj'ak,_ Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara, dan Badan Pendidikan dan Pelatihaﬁ Keuangan),
Standar Pelayanan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan Unit
Eselon 1 berdasarkan jenis-jenis pelayanan dan komponen _'Sténdar
Pelayanan, yang ditindaklanjuti dengan penetapan Standa'\riPelayanah oleh
pimpinan Penyelenggara sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan unit
operasional bersangkutan. |

2. Bagi unit Eselon I yang tidak memiliki instansi vertikal dan atau unit
pelaksana teknis namun memberikan Pelayanan Publik (Sepérti’: DJA, DJPK,
DJPU, BKF, Itjeﬁ), Standar Pelayanan ditetapkan dalam bentuk Keputusaﬁ

Pimpinan Unit Eselon .
B. Maklumat Pelayanan

Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara -harus membuat

Maklumat Pelayanan setelah ditetapkannya Standar quayanari, yaitu sebagai

berikut: : : ' o | | @q
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -
(NAMA ORGANISASI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK)

MAKLUMAT PELAYANAN

“‘DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Pimpinan Penyelenggara/
Organisasi Penyelenggara
Pelayanan Publik

Maklumat Pelayanan 'merupakan pérnyataan kesariggupaﬁ dan kewajiban
Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara untuk melaksanakan
pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan. Oleh karena 1tu maka kepada
pimpinan Penyeienggala dan/ atau  Organisasi - Penyelenggara,  harus
mempublikasikan maklumat tersebut pada papan pengumuman yang dapat
- dilihat oleh publik yang dilayani paling lambat 7 (tujuh) han. kerjg setelah

standar pelayanan dltetapkan.

Hal-hal yang dimuat dalam Maklumat Pelayanan adalah:
1. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelay_anan sesuai
dengan Standar Pelayanan secara konsisten. |
2. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi apabila memberikan

pelayanan tidak sesuai Standar Pelayanan, @1
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| BAB V .
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Standar Pelayanan yang telah dztetapkan oleh pzmpman unit eselon [ harus
dllaksanakan/ diterapkan oleh Penyelenggara dan/ atau OrgamsaSl Penyelenggara
serta seiring dengan berjalannya waktu perlu dilakukan evaluasi atas pelaksanaan

Standar Pelayanan tersebut.

A. Keikutsertaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Evaluasi Penyél'énggéraan
Pelayanan Publik | | o
Mengingat tugas Kementerian Keuangan merupakan salah  satu
tugas/urusan pemerintahan yang tidak di limpahkan ke daerah 'Elan terdapat
berbagai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang ' diatur - secara
khusus di bidang keuangan dan kekayaan negara,. maka keikutsertaﬁn
Masyaralat pada dasarnya telah dilakukan pada saat pembahasan peraturan
perundang-undangan tersebut., Untuk itu, dalam mcnentukan Standar
Pelayanan keikutsertaan Masyarakat dilakukan dalam proses pengawasan dan

evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik.

B. Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Atas Standar Pelayanan

Mekanisme evaluasi dilakukan dengan: o

1. mengikutsertakan Masyarakat melalui penanganan pengaduan, saran dan
masukan yang diterima oleh organisasi 'penyelénggara Pelayéhan Publik yang
nantinya diusulkan ke unit eselon 1 secara berjenjang untuk dilakukan
perbaikan. | -

2. mengikutsertakan kelompok Masyafékat (ésosiasi, ltumpulan profesi) untuk
memberikan masukan terkait dengan pen_erapan': Standar Pelayanan

di linglkkungan Eselon I tersebut. | o - @({
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C. Walktu Pelaksanaan Evaluasi Atas Standar Pelayanan

Dalam rangka optirﬁalis_asi pelayanan, Penyelenggara dan/atau Organisasi
P’ényelénggara wajib melakukan evéluasi penerapan Standar Pelayahan secara
be1ka1a setiap 1 (satu) tahun. Hasil evaluasi dimaksud dapat d1jad1kan dasar
oleh Penyelenggara dan/ atau Organ1sa51 Penyelenggara untuk meninjau dan
menyempurnakan Standar Pelayanan. Standar Pelayanan yang telah
dilaksanakan wajib dilakukan peninjauan ulang setiap '3 (tiga) tah-ul_l. Hasil
péninjauan ulang dimaksud dapat dijadikan dasar oleh Peﬁyélepggara dan /atau

Organisasi Penyelenggara untuk melakukan perubahan Standar Pelayanan.
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BAB VI
PENUTUP

Penggunaan Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, Dan Penerapan Standar
Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana diuraikan dalam
dokumen ini menjadi bagian dari pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan dalam ményusun Standar
Pelayanan wajib berpedoman pada petunjuk teknis ini dan wajib memberikan
bimbingan kepada Organisasi Penyelenggara di lingkﬁngannya dalam mematuhi

Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan, unit-unit Eselon 1
di lingkungan Kementerian Keuangan dapat melakukan konsultasi dengan
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan «c¢q. Biro Organisasi dan

Ketatalaksanaan.

Keberhasilan penyusunan Standar Pelayanan di lingkungan Penyelenggara
dan/atau Organisasi Penyelenggara ditentukan oleh komitmen dan konsistensi

para Pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BIRO UMUM ) _
’ u.b. ttd.

KEPALA BAGIAN T.U. AKEMENTERIAN
‘ /ﬁi/ ' MUHAMAD CHATIB BASRI

GIARTO _
NIP 195904201984021001
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A. Contoh Format Ke}ﬁutusan Standar Pelayanan Yang Ditetapkan Pimpinan Unit
Eselon 1 Bagi Unit Eselon I Yang Memiliki Instansi Vertikal Dan Atau Unit

Pelaksana Teknis

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
. (1) '

'KEPUTUSAN ... (2)
NOMOR; KEP- ...(3)/...(4)/2013.
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA ...(5)

.. (6)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan
- Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban
berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan,
setiap penyelenggara pelayanan publik wa_]lb menetapkan
standar pelayanan; : :

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam 'peljlil'ai"an ukuran
kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud
huruf a, perlu membentuk Standar Pelayanan pada ...(7);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurufl a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan - (8)
tentang Standar Pelayanan Pada ....(9); :

‘Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009

. tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran. Negara RI Nomor
5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun ' 2013  tentang
Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik; . &(



Menetaplkan :
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3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur "Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 /PMK.01/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...(10)/PMK.01/20 13
tentang Penyusunan, Penetapan, Dan Penerapan Standar
Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Keuangan

6. Dst... (PMK/KMK terkait);
MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN (PIMPINAN UNIT ESELON I) TENTANG PENETAPAN
STANDAR PELAYANAN PADA ...(11).

Standar Pelayanan pada ..(12) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bag1an tidak = terpisahkan dari
Keputusan ini. - ‘ '

Standar Pelayanan pada ...(13) meliputi ruang lingkup pelayanan
administrasi. ' ' -

Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini wajib
dilaksanakan oleh ...{14) dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja
oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam rangka
perbaikan penyelenggaraan pelayanan publilk, '

Seluruh ... {15) wajib menetapkan standar pelayanan sesuai dengan
jenis layanan sebagaimana tercantum dalam ' lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Difetapl{an di Jakarta
pada tanggal ...(16}) ‘

- (17),

(Nama...(18))
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Cara pengisian:

(1) Diisi dengan unit Eselon I.

(2) -Diisi-dengan pimpinan unit Eselon L.
(3) Diisi dengan noemor.

(4) Diisi dengan kode penomoran;'

(5) Diisi dengan instansi vertikal dan atau unit pelaksana teknis.

0\‘—-“

} Diisi dengan pimpinan unit Eselon I.
7) Diisi dengan instansi vertikal dan atau unit pelaksana teknis:
8) Diisi dengan instansi vertikal dan atau unit pelaksana teknis.

9) Diisi dengan pimpinan unit Eselon I.

(

(

(

(

(10) Diisi dengan nomor peraturan menteri ini.

(11) Diisi dengan instansi vertikal dan atau unit pelaksana teknis.
(12) Diisi dengan instansi vertikal dan atau unit pelaksana teknis.
(13) Diisi dengan instansi vertikal dan atau unit pelaksana teknis.
(14} Diisi dengan instansi vertikal dan atau unit pelaksana teknis.
(15) Diisi dengan pimpinan instansi vertikal dan atau unit pelaksana teknis.
(16) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun.

(17) Diisi dengan pimpinan unit Eselon 1.

(18) Diisi dengan nama pejabat Eselon I.
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LAMPIRAN I |
KEPUTUSAN ... (1)
NOMOR - : ...(2)/...(3)/2013
TENTANG..... (4) |

DAFTAR STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN ... (5)

JENIS PELAYANAN

Al W K] =

.. (9),
.. (10)
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Cara pengisian: '

(1) Diisi dengan pimpinan unit Eselon I.
(2) ‘Diisi dengan nomor. ‘

(3) Diisi dengan kode penomorah.

(4) Diisi dengan judul Keputusan,’

(5) Diisi dengan instansi vertikal dan atau unit pelaksana teknis. |
(6) Diisi dengan jenis pelayanan. ' '
(7} Diisi dengan jenis pelayanan.

(8) Diisi dengan jenis pelayanan.
(9) Diisi dengan pimpinan unit Eselon I.
(

10} Diisi dengan nama pejabat Eselon I.
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'LAMPIRAN i

KEPUTUSAN ... (1)

NOMOR  :..(2)/...(3)/2013
TENTANG ...(4) |

STANDAR PELAYANAN

1. |1 ' Dlléi &engan dasa1 hukum dalam ketentuan perundang—'

undangan yang mewapbkan pelayanan

2. | Persyaratan | Diisi dengan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai

Pelayanan persyaratan.
3. | Sistem, Diisi dengan standar operasional prosedur.
mekanisme,

dan prosedur

4. | Jangka Diisi dengan jangka waktu yang diperlukan' dalam
waktu memberikan pelayanan.
penyelesaian

5. | Biaya/tarif Diisi dengan -biaya yang harus dibayarkan untuk

memperoleh pelayanan.,

6. | Produk Diisi dengan output layanan.

Pelayanan _

7. | Sarana, a. Sarana-prasarana atau fasilitas yang méndukung
prasarana, proses pelayanan berjalan sesuai Standar, antara
dan/atau lain: meja, kursi, Ieman kc'amputer. prfntér alat
fasilitas komunikasi, mesin fax mesin foto kopl mesin

pencetak kartu, dsb.
b. Sarana/prasarana bagi - pengguna jasa layanan
seperti ruang tunggu, toilet timum, halaman parkir, |
dil. ‘ | |
c. Sarana/prasarana khusus bagi pengguné Iayanan

penyandang cacat fisik, lansia dan/atau ibu hamil

“

seperti penyediaan jalur khusus, kirrsi roda, dll,
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8. Konipetensi Dzlaksanakan petugas yang dmmjuk urituk

Pelaksana meiakéanakan fungsi tersebut .".déngan. p‘cfs‘j&ratan
sebagai berikut; ' a |
(diisi dengan persyaratan petugas yang dltun_]uk untuk
melaksanakan tugas tersebut) .

9. Pengawasan. Diisi dengan atasan dari petugas j;}ang, fn‘elak'sanakan
internal fungsi tersebut dan nama Kepala Seksi j_f.ang .'meimbawahi

petugas tersebut, '

10. | Penanganan | Diisi dengan mekanisme atau saluran apabila bengguna
Pengaduan, |jasa layanan tidak puas dengan pelayana'n- yang
Saran, dan diberikan misalnya melalui kotak ‘pengaduan atau
masukan melalui petugas penangan keluhan. '

11. | Jumlah Diisi dengan jumlah petugas yang secara langsung
Pelaksana menangani proses pelayanan sejak diterima permohonan

hingga terbitnya output layanan.

12, | Jaminan Diisi dengan janji bahwa pelayanan akan dilaksanakan
pelayanan sesuai dengan SOP dan ﬁorm'a waktu yang telah

ditetapkan. ‘

13..| Jaminan Diisi dengan pernyataan bahwa selama yang
keamanan bersangkutan memanfaatkan Iayanan akan dlberlkan
dan pelayanan semalksimal mungkm .
kkeselamatan
pelayanan 5

14, | Evaluasi - Diisi dengan cvaluasi. hasil ‘kerja pelaksana yang
kinerja bertugas memberikan layanan sesuai d’e;hgan capaian‘
Pelaksana kinerja - IKU dan masukan dari ﬁlasy‘a&e_ikat ‘yang

menyangkut keluhan terhadap p_enyelesaiaﬁ lajfal_'ign.

... (6),
- (7)
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Cara pengisian:

(1)
- (2)
(3)
(4)
()
(6)
(7)

Diisi dengan pimpinan unit Eselon I.

<Diisi-dengan nomor,

Diisi dengan kode penomoran.
Diisi dengan judul keputusan.
Diisi dengan jenis pelayanan.

Diisi dengan pimpinan unit Eselon I.

Diisi dengan nama pejabat Eselon 1.
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B. Contoh Format Keputusan Standar Pelayanan Yang_Ditetapkan' Pimpinan Unit

Eselon I Yang Tidak Memiliki Instansi Vertikal dan/atat Unit Pelaksana Teknis

Namun Memberikan Pelayal-lan Publilc

Menimbang

Mengingat

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -

e (1)
KEPUTUSAN ... (2)
NOMOR: KEP- ...(3)/...(4)/2013
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA ...(5)

.. (6)

. bahwa dalam fangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan

Publik sesuai dengan asas penyeclenggaraan pemerintahan yang
baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan ‘kewajiban
berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan,
setiap penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan
Standar Pelayanan; o .

. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran

kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud
huruf a, perlu membentuk Standar Pelayanan pada ...(7);

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaims{ﬁa, dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan ... (8)
tentang Standar Pelayanan Pada ....(9); ' :

. Undang-Undang Republik Indonésia Nomor. 25 Tahun 2009
. tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
5038); L : .

. Peraturan Pemerintah meor 96 Tahun - "2013 téntang

Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik; o

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ‘dan

Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan; -

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/ PMK.01/2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; '@1
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5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...(10)/PMK.01/2013
tentang Penyusunan, Penetapan, Dan ‘Penerapan Standar -
Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Keuangan '

6. Dst... (PMK/KMK terkait);
MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN (PIMPINAN UNIT ESELON I) TENTANG PENETAPAN
STANDAR PELAYANAN PADA ...(11) R B

Standar Pelayanan pada ...(12) éebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Standar Pelayanan pada ...(13) meliputi ruang lingkup ﬁélayanan
administrasi. ' -

Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini wajib
dilaksanakan oleh ...(14) dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja
oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam rarigka
perbaikan penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta -
pada tanggal ...(15)

.. (16),

(Nama...(17})}



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-42-
Cara pengisian:
(1} Diisi dengan unit Eselon I.
(2) -Diisi'dengan pimpinan unit Eselon I.
(3) Diisi dengan nemor. |

(4) Diisi dengan kode penomoran.’

%)

(5) Diisi dengan instansi vertikal dan/atau unit pelaksana teknis.
(6) Diisi dengan pimpinan unit Eselon I. .

(7). Diisi dengan instansi vertikal dan/ atau unit pelaksana teknis.
(8) Diisi dengan pimpirian unit Eselon 1.

(9) Diisi dengan instansi vertikal dan/atau unit pelaksana teknis.
(10) Diisi dengan nomor peraturan menteri ini. ' -
(11) Diisi dengan instansi vertikal dan/atau unit pelaksana teknis.
(12) Diisi dengan instansi vertikal dan/atau unit pelaksana teknis.
(13} Diisi dengan instansi verﬁkal dan/atau unit pelaksana teknis.
(14) Diisi dengan instansi vertikal dan/atau unit pelaksana telf;ﬁis.
(15) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun.

(16) Diisi dengan pimpinan unit Eselon I.
(

17) Diisi dengan nama pejabat Eselon 1.
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN ... (1)
NOMOR  :..(2)/..(3)/2013
TENTANG .... (4) |

STANDAR PELAYANAN
(5]

‘ D isi deng n dasar hukum dalam kctenfuan perundang-

Hukum undangan yang mewajibkan pelayanan. '
Persyaratan | Diisi dengan cIokumemdokufnen yang diperlukan sebagai
Pelayanan persyaratan, '

Sistem, Diisi dengan standar operasional présedur.

mekanisme, |

dan prosedur

Jangka Diisi dengan jangka waktu yéng diperlukan .dalam

wakiu memberikan pelayanan. '

penyel'esaian

Biaya/tarif Diisi dengan biaya yﬁng harus dibayarkan untuk
memperoleh pelayanan, |

Produk Diis'i dengan ouiput layanan.

Pelayanan .

Sarana, a. Sarana-prasarana atau fasilitas yang' mendukung

prasarana, proses pelayanan bérjalan sésuai -Standar, antara

dan/atau lain: meja, kursi, lemari, komputer, printer, é_llat

fagilitas komunikasi, mesin fax, mesin foto kopi, mesin

pencetak kartu, dsb. | |

b. Sarana/prasarana bagi pengguna’ jasa layanan

seperti ruang tunggu, toilet umum, halaman parkir,.
dil. | |

c. Sarana/prasarana khusus bagi pengguna Jlayanan
penyeandang cacat fisik, lansia dan/atau ibu hamil |

seperti penyediaan jalur khusus, kursi roda, dil.

A4
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8. Kompctensz Dxiaksanakan oleh petugas yang ditunjuk  untuk
Pelaksana melaksanakan fungsi tersebut dengan.' persyaratan
sebagai berikut: ‘ _
(diisi dengan persyaratan petugas yang dztunjuk untuk
melaksanakan tugas tersebut) ‘
9. | Pengawasan | Diisi dengan atasan dari petugas yahg' melﬁks_énakan
internal fungsi tersebut dan nama Kepala Seksi yané membawahi
petugas tersebut. | |
10. | Penanganan | Diisi dengan mekanisme afau saluran apébilai pengguna
Pengaduan, |jasa layanan tidak puas dengar; »pelayanén' yéng
Saran, dan diberikan misalnya melalui kotak pengaduan atau
masukan melalui petugas penangan keluhan.
11. | Jumlah Diisi dengan jumlah petugas yang secara lang3ung
| Pelaksana menangani pr oscs pelayanan sejak diterima permohonan
hingga terbitnya output Iayanan ' '
12. | Jaminan Diisi dengan janji bahwa pelayanan akan dilaksanakan
pelayanan sesuai dengan SOP .dan norma waktu yang telah
ditetapkan. N . '
13. | Jaminan Diisi dengan pernyataan bahwa . selama yang
keamanan bersangkutan memanfaatkan layanan akan diberikan ]
dan pelayanan semaksimal mungkin. . ‘
keselamatan B '
pelayanan . .
14. | Evaluasi’ Diisi dengan evaluasi, hasil kerja' peiaksana' yang
kinerja bertugas memberik_an layanan sesuai déngan capaian'
Pelaksana kinerja - IKU dan masukan dari masyarakat yang

menyangkut keluhan terhadap penyelesalan layanan.

.. (6),
. (7)
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Cara pengisian:

(1) Diisi dengan pimpinan unit Eselbn L
(2) .Diisidengan nomor. |

(38) Diisi denigan kode penomoran.

{4) Diisi dengan judul keputusan.

(5) Diisi dengan jenis pelayanan.

(6) Diisi dengan pimpinan unit Eselon 1.

(7) Diisi dengan nama pejabat Eselon 1.



